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KEMISKINAN berwajah perem-

puan. Istilah ini digulirkan oleh feminis

yang menyadari bahwa dalam lingkar

kemiskinan, perempuan menjadi yang

termiskin.  Perempuan dan anak

menderita kekurangan gizi, paling sedi-

kit menerima pelayanan kesehatan, air

bersih, sanitasi, terbatas akses pen-

didikan, tunjangan sosial dan lapangan

pekerjaan (Todari, 2000).

Namun perempuan juga berdaya un-

tuk membuat perubahan. Masa pande-

mi, resiliensi perempuan menyelamat-

kan keluarga dari ancaman kelaparan.

Laporan IMF (2018) menemukan bah-

wa perempuan bekerja, maka ekonomi

tumbuh lebih cepat. Pemberdayaan

ekonomi perempuan meningkatkan di-

versifikasi ekonomi dan meningkat

sebesar USD 7 triliun pada perekonomi-

an global.

Desa Prima digulirkan oleh Peme-

rintah Daerah DIY sebagai program

pemberdayaan perempuan melalui  pin-

tu masuk ekonomi. Desa Prima digagas

untuk tujuan peningkatan pendapatan

perempuan dan kesejahteraan keluar-

ga. Ekonomi menjadi penguat posisi

tawar perempuan. Skemanya melalui

pembentukan kelompok dan pemberian

hibah dari APBD DIY untuk modal usa-

ha melalui mekanisme simpan pinjam

oleh kelompok. Modal ini bergulir dan

mampu meningkatkan pendapatan

hingga dua juta perbulan (DP3AP2 DIY,

2021). Saat ini terdapat 157 Desa Prima

dengan keanggotaan antara dua puluh

lima orang hingga delapan puluh orang

dengan dana yang dikelola hingga ra-

tusan juta rupiah.

Program ini menjadi bagian dari pen-

gentasan kemiskinan yang di-

canangkan Gubernur DIY. Berdasarkan

data Badan Pusat Statistik, angka ke-

miskinan di DIY tinggi, namun trend-

nya menurun tiap tahun seperti dari

11,04% menjadi 10.83% pada tahun ini.

Strategi pengentasan kemiskinan

adalah membidik target pengembangan

usaha dengan tujuan melindungi kelu-

arga dan mencegah terjadinya kemis-

kinan baru.

Peran Kalurahan dan Dana

Keistimewaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa mengamanatkan

masyarakat desa berdaulat dalam me-

ngelola pembangunan. Sementara tu-

juan pembangunan berkelanjutan

(SDGs) desa, terutama nomor lima

yaitu mencapai kesetaraan gender dan

memberdayakan semua perempuan.

Pemerintah DIY kemudian memba-

ngun strategi pengembangan melalui

Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Desa Prima yang bersumber dari Dana

Keistimewaan. Jika dukungan semula

fokus pada modal simpan pinjam, selan-

jutnya dibuat usaha bersama kelompok

dan mendapatkan dukungan anggaran

bagi produksi yang dilakukan. Produk

disesuaikan dengan potensi dan kesepa-

katan kelompok sebagai wujud dari ker-

ja pemberdayaan dimana BKK ini

dikelola oleh Desa Prima dan meli-

batkan peran kalurahan.

Maka munculah produk bolu kelapa

Desa Prima Kalurahan Putat Pathuk

Gunungkidul yang saat ini memproduk-

si ribuan bolu kelapa dengan omset ku-

rang lebih dua ratus lima puluh juta ru-

piah tiap bulan. Produksi ini juga meli-

batkan tenaga kerja di luar

kelompok dan menjadi pengge-

rak ekonomi masyarakat. Bahan

kelapa dan telur dari petani

Putat, sementara bahan terigu,

gula, minyak dan lainnya diam-

bil di warung Putat dalam ben-

tuk kemitraan.

Pada tahun 2024 juga dikem-

bangkan BKK di beberapa wila-

yah seperti Kalurahan Karang-

sari Pengasih Kulonprogo de-

ngan bakery untuk memenuhi

pasar roti dan snack. Kemudian

di Kalurahan Ngargosari

Samigaluh dikembangkan ola-

han pisang. Di Gunungkidul

tepatnya di Kalurahan Planjan

Saptosari , BKK Desa Prima un-

tuk  usaha kerajinan tembaga.

Posisi Tawar Naik

BKK Desa Prima melalui

Dana Keistimewaan ini tujuan-

nya tidak semata ekonomi, na-

mun luas pada pemberdayaan perem-

puan dan kesetaraan gender. Indeks

Pembangunan Gender (IPG) DIY tahun

2023 sebesar 94,93 persen. Hal ini me-

nunjukkan bahwa angka harapan hi-

dup, akses terhadap pendidikan, dan ni-

lai pendapatan perempuan masih lebih

rendah daripada laki-laki. Sedang

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

yaitu 0,143 di mana terdapat kesenjan-

gan bagi perempuan untuk mendapat-

kan kesetaraan harapan hidup, pen-

didikan, dan pendapatan. Untuk  aspek

kehidupan ekonomi dan politik, kesen-

jangan lebih besar.

Pada sisi inilah ekonomi menjadi pe-

nentu posisi tawar dan keberdayaan

perempuan. Keterlibatan perempuan

akan sangat diperhitungkan untuk

memperbaiki pembangunan. Isu kemis-

kinan bersisian dengan isu lainnya

seperti stunting, pinjaman online (pin-

jol), perdagangan manusia, dan eksploi-

tasi sumberdaya alam. Perempuan dan

anak adalah yang paling terdampak na-

mun perempuan adalah subyek yang

berperan signifikan.  ❑

*) Rofiqoh Widiastuti, Dinas

Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk DIY.

JI Bubar, Kewaspadaan Tak Boleh Ambyar

Rofiqoh Widiastuti

Soal sampah, Pemda DIY tagih kabu-

paten/kota.

-- Harus segera tertangani de-

ngan baik.

***

Peningkatan aktivitas Merapi masih

aman.

-- Namun kewaspadaan tak boleh

hilang.

***

Komisi X ingatkan percepat serti-

fikasi guru.

-- Jangan sampai terjadi ‘krisis

guru’.

Pengentasan Kemiskinan Melalui Desa Prima

KELOMPOK Jamaah Islamiyah (JI)

telah menyatakan diri bubar dan ber-

janji tidak akan menggunakan cara-

cara kekerasan untuk mencapai tu-

juan. Namun dengan bubarnya JI, ti-

dak serta merta membuat ancaman

akan ekstremisme berbasis kekerasan

lekang begitu saja. Butuh kolaborasi

dari semua pihak, untuk bersama

melakukan upaya pencegahan dan pe-

nanggulangan ekstremisme berbasis

kekerasan, agar tidak memperluas

jaringan hingga memakan kor-

ban.

Bubarnya organisasi JI di-

sampaikan pada 30 Juni 2024

lalu oleh 16 tokoh pimpinan

kelompok tersebut. Dalam per-

helatan dimaksud, Abu Rusdan,

mantan pemimpin JI menyata-

kan pembubaran Al-Jamaah Al-

Islamiyah dan kembali ke

pangkuan NKRI. Ia menjamin

kurikulum dan materi ajar ter-

bebas dari sikap tatharruf dan

merujuk pada paham

Ahlussunah wal Jamaah, sera-

ya membentuk tim pengkajian

kurikulum dan materi ajar.

Rusdan juga menyatakan siap

terlibat aktif dalam mengisi ke-

merdekaan, agar Indonesia

menjadi bangsa yang maju dan

bermanfaat. Pentolan JI ini

menegaskan siap mengikuti

peraturan hukum yang berlaku

di NKRI serta berkomitmen dan

konsisten menjalankan hal-hal yang

merupakan konsekuensi logisnya.

Deklarasi pembubaran JI menandai

babak baru dalam dinamika kelompok

radikal ini, namun kita harus memaha-

mi bahwa bagi para pengikutnya, pem-

bubaran organisasi tak serta-merta

berarti meninggalkan ideologi. Sel-sel

ideologinya tentu telah menyebar ke

berbagai penjuru negeri. Kita juga per-

lu waspada akan hadirnya kelompok

sempalan di kemudian hari.

Dinamika Tren Ekstremisme

Keberadaan kelompok ekstrem tak

dapat dipungkiri masih eksis di sekitar

kita dan mengalami dinamika menye-

suaikan tantangan dan peluang yang

ada. Faktor yang mempengaruhi an-

tara lain: evolusi teknologi, perubahan

dalam taktik dan strategi, serta respons

kebijakan dari pemerintah dan komu-

nitas internasional.

Secara umum, fenomena ekstrem-

isme berbasis kekerasan mengalami di-

namika yang signifikan, yakni dengan

upaya (1) transformasi digital: propa-

ganda online di media sosial dan web-

site, rekrutmen serta radikalisasi

melalui konten digital; (2) menjalin

kemitraan: melakukan infiltrasi ke da-

lam organisasi politik formal, terlibat

dalam bisnis legal untuk membiayai or-

ganisasi, memanfaatkan organisasi

amal sebagai kedok kegiatan dan mem-

bentuk jaringan internasional; (3) asim-

ilasi: menyusup dalam lembaga peme-

rintah dan institusi pendidikan, serta

radikalisasi di lembaga pe-

masyarakatan.

Urgensi Pendekatan Inovatif 

dan Kolaboratif

Sikap JI kembali ke pangkuan NKRI

memang patut diapresiasi. Tetapi hal

itu tidak seraya mematikan ketahanan

sosial dan daya kritis kita untuk tetap

waspada dalam melawan setiap sel

radikalisme di sekitar kita. Dinamika

tren baru dalam ekstremisme kekeras-

an mencerminkan kompleksitas dan

adaptasi berkelanjutan oleh kelompok

radikal, sehingga memunculkan kebu-

tuhan akan pendekatan yang inovatif

dan kolaboratif dalam menanggulangi

ancaman ini.

Pemerintah telah menerapkan kebi-

jakan pencegahan dan penanggulangan

ekstremisme kekerasan yang tercermin

melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2021

tentang Rencana Aksi Nasional

Pencegahan Ekstremisme Berbasis

Kekerasan yang Mengarah pada

Terorisme Tahun 2020-2024. Kebijakan

ini merupakan langkah nyata penerap-

an pendekatan whole-of-government

and whole-of-society yang mengede-

pankan keterlibatan semua unsur, baik

pemerintah maupun masyarakat.

Momentum bubarnya JI tidak

boleh menjadikan kita lengah,

karena potensi radikalisme masih

ada di sekitar kita, misal dengan

masih maraknya ujaran keben-

cian dan stigmatisasi terhadap

kelompok-kelompok minoritas

tertentu, sehingga kita harus ter-

libat aktif dalam upaya pencega-

han dan penanggulangan ek-

stremisme kekerasan. Hal yang

dapat kita lakukan antara lain

dengan tidak meneruskan pesan

bernuansa provokatif di media

sosial, menanamkan rasa cinta

tanah air dalam keluarga, mene-

mukenali potensi radikalisme di

lingkungan seraya optimalisasi

peran Jaga Warga, menghargai

entitas, budaya dan agama yang

berlainan, serta terlibat dalam

kegiatan penyebarluasan nilai-ni-

lai toleransi dan lain sebagainya.

Kita juga harus selalu menerap-

kan nilai-nilai lokal yang dikenal seba-

gai hasthalaku dalam kehidupan se-

hari-hari yakni gotong royong, guyub

rukun, grapyak semanak, lembah man-

ah, ewuh pakewuh, pangerten, andhap

asor, dan tepa selira.  ❑-d

*) Nunung Dwi Nugroho, 

Analis Ketahanan Budaya pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

DIY; Mahasiswa S3 Sosiologi, 

Fisipol UGM.

Nunung Dwi NugrohoKabupaten/Kota Layak Anak
PERINGATAN Hari Anak

Nasional (HAN) Selasa 23 Juli lalu

mengingatkan kita semua menge-

nai pemenuhan hak-hak anak.

Apakah selama ini hak-hak mereka

sudah kita penuhi secara baik atau

belum, khususnya di area-area pu-

blik ataupun di layanan-layanan

umum? Juga mengenai hak-hak

mereka untuk mendapatkan perlin-

dungan dari berbagai hal. Kalau

belum tentu saja pertanyaan beri-

kutnya adalah bagaimana upaya ki-

ta untuk mewujudkan semua itu.

Pemerintah sebenarnya sudah

mendorong kita semua untuk bisa

memenuhi hak-hak anak. Antara

lain melalui Kabupaten/Kota Kayak

Anak (KLA). Hal ini tertuang dalam

Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2022 tentang Penyeleng-

garaan Kabupaten/Kota Layak

Anak. Dengan berpedomen Per-

men ini, mestinya para Bupati/-

Walikota bersama seluruh jajaran-

nya berupaya menciptakan Kabu-

paten/Kota Layak Anak.

Pemerintah Kota Yogyakarta

tampaknya sudah berupaya ke

arah itu. Seperti diberitakan koran

ini, Kamis (25/7), Dinas Pember-

dayaan Perempuan dan Perlin-

dungan Anak, Pengendalian Pen-

duduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB) Kota Yogyakarta te-

ngah mendorong keberadaan hotel

ramah anak agar tumbuh dan

berkembang di Kota ini. Selain un-

tuk mewujudkan KLA, tentu saja un-

tuk semakin memperkuat predikat

sebagai kota wisata. Dalam hal ini,

hotel sebagai akomodasi pariwisata

juga menjadi tempat aman dan nya-

man bagi anak-anak.

Sebagaimana dijelaskan dalam

Permen di atas, yang dimaksud

anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam

kandungan. Sedang Kabupaten/-

Kota Layak Anak (KLA) adalah ka-

bupaten/kota dengan sistem pem-

bangunan yang menjamin pe-

menuhan hak anak dan perlindung-

an khusus anak yang dilakukan se-

cara terencana, menyeluruh, dan

berkelanjutan.

Kemudian yang dimaksud perlin-

dungan anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya

agar dapat hidup, tumbuh, berkem-

bang, dan berpartisipasi secara op-

timal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta men-

dapat perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi. Sedang pe-

menuhan hak anak adalah upaya

untuk memenuhi hak asasi anak

dengan mengambil tindakan legis-

latif, administratif, anggaran, hukum,

dan tindakan lainnya guna men-

jamin Anak mendapatkan hak sipil

dan kebebasan, hak lingkungan

keluarga dan pengasuhan alternatif,

hak kesehatan dasar dan kesejah-

teraan, dan hak pendidikan, pe-

manfaatan waktu luang, dan

kegiatan budaya. Perlindungan

Khusus Anak adalah suatu bentuk

perlindungan yang diterima oleh

anak dalam situasi dan kondisi ter-

tentu untuk mendapatkan jaminan

rasa aman terhadap ancaman yang

membahayakan diri dan jiwa dalam

tumbuh kembangnya.

Jadi, aspek untuk mewujudkan

KLAsangat banyak. Akomodasi ho-

tel ramah anak hanya salah satu-

nya. Lingkungan lembaga-lembaga

pendidikan juga penting untuk

memperhatikan masalah ini, mulai

TK/PAUD, SD, SMP dan SLTA.

Apalagi perundungan atau bullying

masih sering terjadi lingkungan

sekolah. Juga masih sering terde-

ngar info terjadinya kekerasan sek-

sual terhadap anak.

Perundungan atau bullying

adalah perlakuan menyakiti sese-

orang dengan melakukan kekeras-

an fisik, verbal, maupun psikologis

secara sengaja.Perundungan di-

lakukan oleh sekelompok orang

atau individu kepada lainnya yang

dapat menyebabkan trauma kepa-

da korban perundungan.Bullying

bagai mimpi buruk bagi sebagian

anak-anak. Mimpi ini menghasilkan

dampak buruk untuk kesehatan

mental, bahkan fisik bagi anak-

anak. Itu hanya salah satu contoh

suasana yang tidak ramah anak.

Membuat anak tidak nyaman.

Masih banyak hal-hal yang se-

muanya harus kita hindari bahkan

kita hilangkan dari lingkungan anak.

Pendek kata, kita dan semua

stakeholders terkait harus bersama-

sama berupaya menciptakan KLA.

Hal ini juga demi anak-anak kita dan

demi masa depan mereka. Mari kita

ciptakan masa depan anak-anak

yang cerah sehingga mereka men-

jadi generasi emas yang berkuali-

tas.  ❑-d
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